
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel sudah tidak
sesuai lagi,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
l1uruf a, perlu membentuk Peraluran Daerah tentang Pajak Hotel;

: 1. Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenluan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noma, 4740);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nega,a Republik Indonesia
Nomor 3686)' s-ebagaimana telah diubah dengan Undang·Undang

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Nega,a Republik
Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak
(Lembi,ran Nega,a Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,

TambalJan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4189):

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NomOi
47, Tambahan Lembaran Negam Repub\ik Indonesia Nomor 4286):
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5. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Nega,a (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer 4389);

7. Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tan99un9 Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 66,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nemor 4400);

8. Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomar 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nemer 12 Tahun 2008 lenlang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomer 32 T ahun 2004
tenlang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tal11bahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4844);

9. Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 126.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibuko1a Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesa1uan Republik Indonesia (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4744);

11. Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tenlang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049):

12. Peraturan Pemerinlah Nomer 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Sural Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan
Secara Lelang Dalam Rangka Pcnagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
248, Tallbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4050):
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14. Peraluran Pemerinlah Nomor 137 Tahun 2000 lentang Tempat
dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung
Pajak, dan Pemberian Ganti Rug; Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4051);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nemor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembi!laan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer
4593);

17. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lenlang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun
2007;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomar 5);

19. Peraluran Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tenlang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Nemer 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010 Nemor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Previnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nemor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

I. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

2. Pemerinlah Daerah adalah Gubernur dan Perangkal Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adaJah Kepala Daeral, Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
OPRD adalah Dewan Perwakjlan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provin~i

Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan

Pajak Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Paja" Daerah, yang selanjulnya disebul Pajak, adalah konlribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
kamanditer. perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (SUMO) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kangsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sasial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
holel.

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapanl peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jurnlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

II. Pembayaran adal8h jumlah yang diterima atau seharusnya diterima

sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran
kepada pengusaha hotel.
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BAB II

NAMA PAJAK

Pasal2

(I) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa
penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan
kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan
hiburan.

(2) Untuk ketentuan formal daJam pelaksanaan pemungutan Pajak
Hotel dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun
2010 lentang Kelentuan Umum Pajak Daerah.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal3

(I) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan

ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fasililas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan
cuci, seterika, transportasi, dan f~siljtas sejenis lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.

(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
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c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti

jompo, panli asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

dan

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang

diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh

umum.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal4

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan

hotel.

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

PasalS

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel.

BABIV

DASAR PENGENMN, TARIF,

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada hotel.
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Bagian Kedua

Tari! Pajak

Pasal?

Tari! Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal8

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud daJam Pasa! 7 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat

WiJayah Pemungutan

Pasal9

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wiJayah daerah tempat hotel
berlokasi.

BABV

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 10

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1
(satu) bulan takwim.

(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.



Bagian Kedua

Saat Terutang Pajak

Pasal 11

(1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada
pengusaha hotel atas pelayanan di hotel.

(2) Dalam hal pernbayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel

diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

BABVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal12

(1) Terhadap Pajak Hotel yang terutang dalarn masa pajak yang
berakhir sebeJum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap

berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2003 tentang

Pajak Hotel.

(2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belurn
diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah

1111.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal13

Pada saat Peraturan Daerah in; mulai berlaku, Peraturan Daerah

Nomar 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Oaerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nornor 58), dicabul dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangar
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembarar
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IB OTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ~l November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2010 NOMOR 11
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PENJELASAN

ATAS

PERATUPAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HOTEL

I. UMUM

Oalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus

lbukota Jakarta sesuai kewenangan yang dibenkan, salah satu unsur pendukung

untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan

yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerah
antara lain Pajak Hotel.

Selama ini pel3ks<.lnaan pernungutan Pajak Hotel sudatl diatur dalam

Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Namar 28 Tahun 2009 lenlang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan" dalam hal pemungutan

objek Pajak Hotel, perlu d1lakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya

dilakukan bersama~samadengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak

Daerah, khususnya Pajak Hotel dapat optimal dalam rangka mendukun!]

penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Oaerah da/am menetapkan tarif pajak

daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang

tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban

kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan

masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Oaerah KhuSllS

Ibukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja

pelayanannya sebagairnana yang diharapkan oleh masyarakat.

UntLlk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka dl

dalam Undang-Undang Namar 28 Tahun 2009, pada kelenluan Pajak Halel lelah

diamanatkan agar sebagian hasil peneriman pajak dialokasikan untuk pembiayaan

penyelenggaraan pemcrintahan dan pembangunan Daerah.
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Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan

kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban

perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar

pajak, khususnya Pajak Hotel semakin meningkat dan bagi aparat pemungut

pajak beke~a secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur
ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar
pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan

mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jetas.

Angka 3

Cukup jeras.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan
imbaJan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, .

telapi diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

CUkup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

•
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Angka 11

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jetas.

Pasal3

Ayat (1)

Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain; Pusat Kebugaran (Fitness

Center), Kolam renang, Tenis, Golf, Karaoke, Pub, Cafe, Bar, Diskotik dan

sejenisnya yang disediakan alau dike/ala oleh Hotel, untuk tamu hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayal (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen. kondominium, dan sejenisnya didasarkan
atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruld

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah
yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan alas penyerahan

jasa sebagai pembayaran.

Penyerahan jasa adalah pelayanan jasa yang dibehkan oleh hotel baik sendiri
maupun kerjasama dengan pihak lain.

Conloh

Pelayanan jasa transportasi yang disediakan hotel bekerja sarna dengan

perusahaan transportasi (taksi), dan hotel menerima pembayaran (bagian dari

pembayaran dari pelayanan jasa transportasi tersebut).
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Pasal?

Cukup jelas.

Pasal8

CUkup jelas.

Pasal9

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8


